
Indikator Kinerja Individu

1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I
2. Tugas : Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan diinstansi/satuan kerja perangkat daerah wilayah I
3. Fungsi : a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan

b. Pengoodinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengawasan di wilayah I
c. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan tindaklanjut pengawasan
d. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
e. Pelaksanaan dan pembinaan kepada bawahan

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
1
.
Meningkatnya Tata
Kelola Intern Perangkat
Daerah Yang
Berintegritas

a. Indeks Pengawasan Perangkat
Daerah ∑ LHP yang diterbitkan

∑ Penugasan pemeriksaan reguler sesuai PKPT x 100%
PKPT,
Laporan Hasil
Pengawasan

b. Indeks Penanganan Pemeriksaan
Khusus

c. Indeks Kepatuhan Pengelolaan
Keuangan Daerah

d. Indeks capaian MCP Kota Bontang

e. Tingkat Maturitas SPIP

f. Persentase Nilai Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah dengan kategori
B ke atas

g. Persentase Perangkat Daerah
pelayanan publik yang telah
berpredikat ZI menuju WBK/WBBM

h. Indeks rata-rata evaluasi SAKIP
Perangkat Daerah

∑ Nilai Evaluasi SAKIP PD
∑Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD yang diterbitkan x 100%

LHE SAKIP PD

i. Tingkat kapabilitas APIP Kota
Bontang

j. Persentase Nilai Reformasi Birokrasi
Inspektorat Daerah

k. Predikat Pembangunan ZI
Inspektorat Daerah
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Indikator Kinerja Individu

1. Jabatan : P2UPD Muda IRBAN WIL I
2. Tugas :

Melaksanakan Pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah didaerah diluar pengawasan keuangan yaitu meliputi pengawasan atas pembinaan
pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturean Kepala Daerah,
pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

3. Fungsi :

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
1
.
Meningkatnya mutu
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan
urusan pemerintahan
daerah

a Persentase jumlah LHP Reguler
yang diterbitkan sesuai standar
dan tepat waktu

∑ LHP Reguler yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu
∑LHP Reguler sesuai PKPT x 100%

LHP Reguler
PKPT

b Persentase jumlah KKP aspek
kewenangan urusan pemerintah
daerah yang terbit sesuai PKP
dan tepat waktu

∑ KKP aspek kewenangan urusan pemerintah daerah yang terbit
sesuai PKP dan tepat waktu

∑KKP aspek kewenangan urusan pemerintah daerah sesuai PKP x 100%

PKP,
KKP aspek
kewenangan

c Persentase Jumlah LHR
Dokumen Perencanaan dan
penganggaran yang diterbitkan
sesuai standar dan tepat waktu

∑ LHR Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang diterbitkan
sesuai standar dan tepat waktu

∑LHR Dokumen Perencanaan dan penganggaran sesuai PKPT x 100%

LHR Dokumen
Perencanaan

dan
penganggaran

PKPT
d Persentase KKR Dokumen

Perencanaan dan
Penganggaran yang diterbitkan
sesuai PKR dan tepat waktu

∑ KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang diterbitkan
sesuai PKR dan tepat waktu

∑KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran sesuai PKR x 100%

PKR,
KKR Dokumen
Perencanaan

dan
penganggaran

e
.

Persentase Jumlah LHE SAKIP
PD yang diterbitkan sesuai
standar dan tepat waktu

∑ LHE SAKIP PD yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu
∑LHE SAKIP PD sesuai PKPT x 100%

LHE SAKIP PD
PKPT

f Persentase Jumlah KKE SAKIP
PD yang diterbitkan sesuai PKE
dan tepat waktu

∑ KKE SAKIP PD yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu
∑KKE SAKIP PD sesuai PKE x 100%

PKE,
KKE SAKIP PD

g Jumlah LHR LKIP Kota Bontang
yang diterbitkan sesuai standar
dan tepat waktu

Jumlah LHR LKIP Kota Bontang yang diterbitkan sesuai standar dan
tepat waktu x 100%

LHR LKIP

H
Jumlah temuan BPK yang telah
selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi LHP BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti x 100% Laporan TLRHP

BPK RI



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
I Rasio temuan APIP yang telah

selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi LHP APIP yang telah selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi APIP yang harus ditindaklanjuti x 100%
Laporan TLHP
PKPT

2
.
Meningkatnya
efektivitas penanganan
kasus pengaduan
masyarakat dan
aparatur yang terbuka
dan responsif

a Persentase Jumlah LHP Kasus
yang diterbitkan sesuai standar
secara tepat waktu

∑ LHP kasus/khusus yang diterbitkan sesuai standar secara tepat
waktu

∑Laporan pengaduan yang masuk harus ditindaklanjuti x 100%

PKP
Kasus/Khusus
Laporan Hasil
Pemeriksaan
Kasus/Khusus

3
.
Meningkatnya mutu
kapabilitas APIP Kota
Bontang

B Persentase Jumlah Laporan
Hasil Pengujian dan Evaluasi
Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan
sesuai standar secara tepat
waktu

∑ Laporan Hasil Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan sesuai standar secara tepat waktu
∑Laporan Hasil Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas

Pengawasan yang diterbitkan x 100%

Laporan Hasil
Pengujian dan
Evaluasi
Pengelolaan
Tugas
Pengawasan
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Indikator Kinerja Individu

1. Jabatan : P2UPD Pertama IRBAN WIL I
2. Tugas :

Melaksanakan Pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah didaerah diluar pengawasan keuangan yaitu meliputi pengawasan atas pembinaan
pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturean Kepala Daerah, pengawasan
atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

3. Fungsi :

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
1
.
Meningkatnya mutu
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah

a Persentase jumlah KKP aspek
kewenangan urusan pemerintah
daerah yang terbit sesuai PKP dan
tepat waktu

∑ KKP aspek kewenangan urusan pemerintah daerah yang
terbit sesuai PKP dan tepat waktu

∑KKP aspek kewenangan urusan pemerintah daerah sesuai
PKP

x 100%

PKP
KKP aspek
kewenangan

b Persentase KKR Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran yang
diterbitkan sesuai PKR dan tepat
waktu

∑ KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang
diterbitkan sesuai PKR dan tepat waktu

∑KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran sesuai
PKR

x 100%

PKR
KKR Dokumen

Perencanaan dan
penganggaran

c Persentase Jumlah KKE SAKIP PD
yang diterbitkan sesuai PKE dan tepat
waktu

∑ KKE SAKIP PD yang diterbitkan sesuai standar dan tepat
waktu

∑KKE SAKIP PD sesuai PKE
x 100%

PKE
KKE SAKIP PD

d Persentase Jumlah KKR LKIP Kota
Bontang yang terbit sesuai PKR dan
tepat waktu

∑ KKR LKIP Kota Bontang yang terbit sesuai PKR dan tepat
waktu

∑ KKR LKIP Kota Bontang yang terbit
x 100%

KKR LKIP Kota
Bontang
PKR

e
Jumlah temuan BPK
selesai ditindaklanjuti

yang telah ∑Rekomendasi LHP BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti x 100%

Laporan TLHP
BPK RI

f Jumlah temuan APIP
selesai ditindaklanjuti

yang telah ∑Rekomendasi LHP APIP yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi APIP yang harus ditindaklanjuti x 100%

Laporan TLHP
PKPT

2 Meningkatnya mutu
kapabilitas APIP Kota
Bontang

a Persentase Jumlah kertas kerja
Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan
Tugas Pengawasan yang diterbitkan
sesuai standar secara tepat waktu

∑ Kertas Kerja Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan sesuai standar secara tepat

waktu
∑Kertas Kerja sesuai PKE

x 100%

KK Pengujian
dan Evaluasi
Pengelolaan

Tugas
Pengawasan
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Indikator Kinerja Individu

1. Jabatan : Auditor Muda IRBAN WIL I
2. Tugas :

Memimpin pelaksanaan pengawasan adalah mengatur, mengkoordinir, mengarahkan pelaksanaan suatu penugasan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan dalam rangka : audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak
pidana korupsi, mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan, kegiatan evaluasi, kegiatan reviu,
kegiatan pemantauan, kegiatan pengawasan lain, membantu melaksanakan kegiatanperencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

3. Fungsi :
a. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
b. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
c. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
d. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
f. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
g. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
h. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
i. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
j. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
1
.
Meningkatnya mutu
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah

a
.

Persentase jumlah LHP Reguler yang
diterbitkan sesuai standar dan tepat
waktu

∑ LHP Reguler yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu
∑LHP Reguler sesuai PKPT x 100%

LHP Reguler
PKPT

b Persentase Jumlah LHR Dokumen
Perencanaan dan penganggaran yang
diterbitkan sesuai standar dan tepat
waktu

∑ LHR Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang
diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu

∑LHR Dokumen Perencanaan dan penganggaran sesuai PKPT x 100%

LHR Dokumen
Perencanaan

dan
penganggaran

PKPT
c Persentase Jumlah LHE SAKIP PD

yang diterbitkan sesuai standar dan
tepat waktu

∑ LHE SAKIP PD yang diterbitkan sesuai standar dan tepat
waktu

∑LHE SAKIP PD sesuai PKPT
x 100%

LHE SAKIP
PD

PKPT
d Jumlah LHR LKPD Kota Bontang

yang diterbitkan sesuai standar dan
tepat waktu

Jumlah LHR LKPD Kota Bontang yang diterbitkan sesuai
standar dan tepat waktu x 100%

LHR LKPD
Kota Bontang

e Jumlah temuan BPK
selesai ditindaklanjuti

yang telah ∑Rekomendasi LHP BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti x 100%

Laporan TLHP
BPK RI

f Jumlah temuan APIP
selesai ditindaklanjuti

yang telah ∑Rekomendasi LHP APIP yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi APIP yang harus ditindaklanjuti x 100%

Laporan TLHP
PKPT



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
2
.
Meningkatnya efektivitas
pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan
pemerintah Kota Bontang

a Jumlah Laporan hasil PMPRB Kota
Bontang yang diterbitkan sesuai
standar dan tepat waktu

Jumlah Laporan hasil PMPRB Kota Bontang yang diterbitkan
sesuai standar dan tepat waktu

x 100% Laporan hasil
PMPRB Kota
Bontang

3 Meningkatnya efektivitas
penanganan kasus
pengaduan masyarakat dan
aparatur yang terbuka dan
responsif

a Persentase Jumlah LHP Kasus yang
diterbitkan sesuai standar secara tepat
waktu

∑ LHP kasus/khusus yang diterbitkan sesuai standar secara
tepat waktu

∑Laporan pengaduan yang masuk harus ditindaklanjuti x 100%

LHP
kasus/khusus

3
.
Meningkatnya mutu
kapabilitas APIP Kota
Bontang

a Persentase Jumlah Laporan Hasil
Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan
Tugas Pengawasan yang diterbitkan
sesuai standar secara tepat waktu

∑ Laporan Hasil Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan sesuai standar secara tepat waktu
∑Laporan Hasil Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas

Pengawasan yang diterbitkan x 100%

Laporan Hasil
Pengujian dan

Evaluasi
Pengelolaan

Tugas
Pengawasan

Bontang, 03 Januari 2022

INSPEKTUR,

Enik Ruswati,SE.MM.Ak.CA.CRA.CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196810291990032005



Indikator Kinerja Individu

1. Jabatan : Auditor Pertama IRBAN WIL I
2. Tugas :

Melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang tinggi, disertai dengan supervisi yang cukup
(general supervision), antara lain mengumpulkan bahan, merekapitulasi, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, menguji data, menganalisis dan menyimpulkan dalam rangka :
audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, audit khusus / investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi, mendampingi/ memberikan
keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan, kegiatan evaluasi, kegiatan reviu, kegiatan pemantauan, kegiatan pengawasan
lain, membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

3. Fungsi :
a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
b. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
c. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
d. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
e. Mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan;
f. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
g. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
h. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
i. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;
j. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian

dan evaluasi pengawasan.

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
1
.
Meningkatnya mutu
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah

a. Persentase Jumlah KKP aspek kinerja
dan keuangan Perangkat Daerah yang
terbit sesuai PKP dan tepat waktu

∑ KKP aspek kinerja dan keuangan Perangkat Daerah yang
terbit sesuai PKP dan tepat waktu

∑KKP aspek kewenangan urusan pemerintah daerah sesuai
PKP

x 100% KKP aspek
kinerja dan
keuangan
Perangkat
Daerah

b. Persentase KKR Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran yang
diterbitkan sesuai PKR dan tepat
waktu

∑ KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang
diterbitkan sesuai PKR dan tepat waktu

∑KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran sesuai PKR x 100%

KKR Dokumen
Perencanaan dan
penganggaran

c. Persentase Jumlah KKE SAKIP PD
yang diterbitkan sesuai PKE dan tepat
waktu

∑ KKE SAKIP PD yang diterbitkan sesuai standar dan tepat
waktu

∑KKE SAKIP PD sesuai PKE
x 100%

KKE SAKIP PD



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
d. Persentase Jumlah KKR LKIP Kota

Bontang yang terbit sesuai PKR dan
tepat waktu

∑ KKR LKIP Kota Bontang yang terbit sesuai PKR dan tepat
waktu

∑ KKR LKIP Kota Bontang yang terbit
x 100%

KKR LKIP Kota
Bontang

e. Jumlah temuan BPK yang telah
selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi LHP BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti x 100% Laporan TLHP

BPK RI
f. Jumlah temuan APIP yang telah

selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi LHP APIP yang telah selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi APIP yang harus ditindaklanjuti x 100%
Laporan TLHP

PKPT

2
.
Meningkatnya efektivitas
pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan
pemerintah Kota Bontang

a. Persentase kertas kerja Evaluasi
PMPRB Kota Bontang yang
diterbitkan sesuai standar dan tepat
waktu

∑ KKE PMPRB yang diterbitkan sesuai standar secara tepat
waktu

∑KKE PMPRB sesuai PKE

x 100% KKE PMPRB

3 Meningkatnya efektivitas
penanganan kasus
pengaduanmasyarakat dan
aparatur yang terbuka dan
responsif

a. Persentase Jumlah Kertas Kerja
Kasus/khusus yang diterbitkan
sesuai standar secara tepat waktu

∑ KKP kasus/khusus yang diterbitkan sesuai standar secara
tepat waktu

∑KKP kasus/khusus sesuai PKP

x 100% KKP
kasus/khusus

3
.
Meningkatnya mutu
kapabilitas APIP Kota
Bontang

a. Persentase Jumlah kertas kerja
Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan
Tugas Pengawasan yang diterbitkan
sesuai standar secara tepat waktu

∑ Kertas Kerja Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan sesuai standar secara tepat

waktu
∑Kertas Kerja sesuai PKE

x 100% Kertas Kerja
Pengujian dan
Evaluasi
Pengelolaan
Tugas
Pengawasan
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Indikator Kinerja Individu

1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II
2. Tugas : Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan diinstansi/satuan kerja perangkat daerah wilayah II
3. Fungsi : a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan

b. Pengoodinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengawasan di wilayah I
c. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan tindaklanjut pengawasan
d. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
e. Pelaksanaan dan pembinaan kepada bawahan
f. Pelaksanaan tugas lain-lain

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
1
.
Meningkatnya mutu
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah

a. Persentase Obrik yang diperiksa secara
regular.

∑ LHP yang diterbitkan
∑ Penugasan pemeriksaan reguler sesuai PKPT x 100%

b. Indeks rata-rata
Perangkat Daerah

akuntabilitas kinerja ∑ Nilai Evaluasi SAKIP PD
∑Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD yang diterbitkan x 100%

LHE SAKIP PD

c. Rasio temuan
ditindaklanjuti

BPK yang telah selesai ∑Rekomendasi LHP BPK RI yang telah selesai
ditindaklanjuti

∑Rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti x 100%
Laporan Hasil
rekonsiliasi
TLRHP BPK RI
Semester I

d. Rasio temuan
ditindaklanjuti

APIP yang telah selesai ∑Rekomendasi LHP APIP yang telah selesai
ditindaklanjuti

∑Rekomendasi APIP yang harus ditindaklanjuti
x 100%

Laporan Hasil
Inventarisasi
TLHP PKPT

2
.
Meningkatnya efektivitas
penanganan kasus
pengaduan masyarakat
dan aparatur yang
terbuka dan responsif

a. Persentase kasus pengaduan masyarakat
dan aparatur yang telah selesai
ditindaklanjuti

∑ LHP kasus/khususyang diterbitkan
∑Laporan pengaduan yang masuk harus ditindaklanjuti

x 100% Laporan Hasil
Pemeriksaan
Kasus/Khusus

3 Meningkatnya kualitas
penerapan SPIP Kota
Bontang

a Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki
tingkat maturitas SPIP pada level 3

Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki tingkat maturitas
SPIP pada level 3

Laporan hasil
penilaian
maturitas SPIP
level 3

4
.
Meningkatnya
kapabilitas APIP
Bontang

mutu
Kota

a. Indeks kepuasan auditi atas kinerja
pengawasan Inspektorat Daerah

Nilai kepuasan pengguna layanan Laporan hasil
penilaian
kepuasan
pengguna
layanan

b. Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan
pelaporan pengawasan

∑ LHP yang yang diterbitkan tepat waktu
∑kegiatan pengawasan PKPT yang harus dilaksanakan x 100% Laporan Ikhtisar

APIP Triwulan



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
5 Meningkatnya kapasitas a. Jumlah pegawai yang mendapatkan Nilai evaluasi penerapan manajemen SDM Laporan
. SDM yang profesional penilaian eavaluasi kinerja individu Penilaian mandiri

bulanan dengan skor ≥90% (self Assesment)
Pengelolaam
SDM Inspektorat
Daerah

b. Jumlah rata-rata ketidakhadiran pegawai

Bontang, 03 Januari 2022

INSPEKTUR,

Enik Ruswati,SE.MM.Ak.CA.CRA.CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196810291990032005



Indikator Kinerja Individu

1. Jabatan : P2UPD Muda IRBAN WIL II
2. Tugas :

Melaksanakan Pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah didaerah diluar pengawasan keuangan yaitu meliputi pengawasan atas pembinaan
pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturean Kepala Daerah, pengawasan
atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

3. Fungsi :

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
1
.
Meningkatnya mutu a. Persentase jumlah LHP Reguler yang ∑ LHP Reguler yang diterbitkan sesuai standar dan tepat LHP Reguler
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan

diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu waktu
∑LHP Reguler sesuai PKPT x 100% PKPT

urusan pemerintahan
daerah b. Persentase jumlah KKP aspek ∑ KKP aspek kewenangan urusan pemerintah daerah yang PKP

kewenangan urusan pemerintah daerah terbit sesuai PKP dan tepat waktu KKP aspek
yang terbit sesuai PKP dan tepat waktu ∑KKP aspek kewenangan urusan pemerintah daerah sesuai x 100% kewenangan

PKP

c. Persentase Jumlah LHR Dokumen ∑ LHR Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang LHR Dokumen
Perencanaan dan penganggaran yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu Perencanaan dan
diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu ∑LHR Dokumen Perencanaan dan penganggaran sesuai x 100% penganggaran

PKPT PKPT

d. Persentase KKR Dokumen Perencanaan ∑ KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang PKR
dan Penganggaran yang diterbitkan sesuai
PKR dan tepat waktu

diterbitkan sesuai PKR dan tepat waktu
∑KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran sesuai PKR x 100% KKR Dokumen

Perencanaan dan
penganggaran

e. Persentase Jumlah LHE SAKIP PD yang ∑ LHE SAKIP PD yang diterbitkan sesuai standar dan tepat LHE SAKIP PD
diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu waktu x 100% PKPT

∑LHE SAKIP PD sesuai PKPT
f. Persentase Jumlah KKE SAKIP PD yang ∑ KKE SAKIP PD yang diterbitkan sesuai standar dan tepat PKE

diterbitkan sesuai PKE dan tepat waktu waktu x 100% KKE SAKIP PD
∑KKE SAKIP PD sesuai PKE

g. Jumlah LHR LKIP Kota Bontang yang Jumlah LHR LKIP Kota Bontang yang diterbitkan sesuai x 100% LHR LKIP
diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu standar dan tepat waktu
Jumlah temuan BPK yang telah selesai ∑Rekomendasi LHP BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti Laporan Hasil

h. ditindaklanjuti ∑Rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti x 100% rekonsiliasi
TLRHP BPK RI
Semester I



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
i. Jumlah temuan APIP yang telah selesai

ditindaklanjuti
∑Rekomendasi LHP APIP yang telah selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi APIP yang harus ditindaklanjuti x 100%
Laporan Hasil
Inventarisasi
TLHP PKPT

2
.
Meningkatnya
efektivitas penanganan
kasus pengaduan
masyarakat dan
aparatur yang terbuka
dan responsif

a. Persentase Jumlah LHP Kasus yang
diterbitkan sesuai standar secara tepat
waktu

∑ LHP kasus/khusus yang diterbitkan sesuai standar secara
tepat waktu

∑Laporan pengaduan yang masuk harus ditindaklanjuti x 100%

PKP
Kasus/Khusus
Laporan Hasil
Pemeriksaan
Kasus/Khusus

3
.
Meningkatnya mutu
kapabilitas APIP Kota
Bontang

a. Persentase Jumlah Laporan Hasil
Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan
Tugas Pengawasan yang diterbitkan
sesuai standar secara tepat waktu

∑ Laporan Hasil Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan sesuai standar secara tepat

waktu
∑Laporan Hasil Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas

Pengawasan yang diterbitkan

x 100%

Laporan Hasil
Pengujian dan
Evaluasi
Pengelolaan
Tugas
Pengawasan

Bontang, 03 Januari 2022

INSPEKTUR,

Enik Ruswati,SE.MM.Ak.CA.CRA.CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196810291990032005



Indikator Kinerja Individu

1. Jabatan : P2UPD Pertama IRBAN WIL II
2. Tugas :

Melaksanakan Pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah didaerah diluar pengawasan keuangan yaitu meliputi pengawasan atas pembinaan
pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturean Kepala Daerah, pengawasan
atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

3. Fungsi :

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
1
.
Meningkatnya mutu
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah

a. Persentase jumlah KKP aspek
kewenangan urusan pemerintah
daerah yang terbit sesuai PKP
dan tepat waktu

∑ KKP aspek kewenangan urusan pemerintah daerah yang terbit
sesuai PKP dan tepat waktu

∑KKP aspek kewenangan urusan pemerintah daerah sesuai PKP x 100%

PKP
KKP aspek
kewenangan

b. Persentase KKR Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran
yang diterbitkan sesuai PKR dan
tepat waktu

∑ KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang
diterbitkan sesuai PKR dan tepat waktu

∑KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran sesuai PKR x 100%

PKR
KKR Dokumen

Perencanaan dan
penganggaran

c. Persentase Jumlah KKE SAKIP
PD yang diterbitkan sesuai PKE
dan tepat waktu

∑ KKE SAKIP PD yang diterbitkan sesuai standar dan tepat
waktu

∑KKE SAKIP PD sesuai PKE
x 100%

PKE
KKE SAKIP PD

d. Persentase Jumlah KKR LKIP
Kota Bontang yang terbit sesuai
PKR dan tepat waktu

∑ KKR LKIP Kota Bontang yang terbit sesuai PKR dan tepat
waktu

∑ KKR LKIP Kota Bontang yang terbit
x 100%

KKR LKIP Kota
Bontang
PKR

e.
Jumlah temuan BPK yang telah
selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi LHP BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti x 100% Laporan TLRHP

BPK RI
f. Jumlah temuan APIP yang telah

selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi LHP APIP yang telah selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi APIP yang harus ditindaklanjuti x 100%
Laporan TLHP

PKPT

2 Meningkatnya mutu
kapabilitas APIP Kota
Bontang

a. Persentase Jumlah kertas kerja
Pengujian dan Evaluasi
Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan
sesuai standar secara tepat
waktu

∑ Kertas Kerja Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan sesuai standar secara tepat waktu

∑Kertas Kerja sesuai PKE x 100%

Kertas Kerja
Pengujian dan

Evaluasi
Pengelolaan

Tugas
Pengawasan



Bontang, 03 Januari 2022

INSPEKTUR,

Enik Ruswati,SE.MM.Ak.CA.CRA.CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196810291990032005



Indikator Kinerja Individu

1. Jabatan : Auditor Muda IRBAN WIL II
2. Tugas :

Memimpin pelaksanaan pengawasan adalah mengatur, mengkoordinir, mengarahkan pelaksanaan suatu penugasan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan dalam rangka : audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak
pidana korupsi, mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan, kegiatan evaluasi, kegiatan reviu,
kegiatan pemantauan, kegiatan pengawasan lain, membantu melaksanakan kegiatanperencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

3. Fungsi :
a. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
b. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
c. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
d. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
f. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
g. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
h. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
i. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
j. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
1
.
Meningkatnya mutu
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah

a. Persentase jumlah LHP Reguler
yang diterbitkan sesuai standar dan
tepat waktu

∑ LHP Reguler yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu
∑LHP Reguler sesuai PKPT x 100%

LHP Reguler
PKPT

b. Persentase Jumlah LHR Dokumen
Perencanaan dan penganggaran
yang diterbitkan sesuai standar dan
tepat waktu

∑ LHR Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang
diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu

∑LHR Dokumen Perencanaan dan penganggaran sesuai PKPT x 100%

LHR Dokumen
Perencanaan dan
penganggaran
PKPT

c. Persentase Jumlah LHE SAKIP PD
yang diterbitkan sesuai standar dan
tepat waktu

∑ LHE SAKIP PD yang diterbitkan sesuai standar dan tepat
waktu

∑LHE SAKIP PD sesuai PKPT
x 100%

LHE SAKIP PD
PKPT

d. Jumlah LHR LKPD Kota Bontang
yang diterbitkan sesuai standar dan
tepat waktu

Jumlah LHR LKPD Kota Bontang yang diterbitkan sesuai
standar dan tepat waktu x 100%

LHR LKPD Kota
Bontang

e.
Jumlah temuan BPK yang telah
selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi LHP BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti x 100%

Laporan TLRHP
BPK RI

f. Jumlah temuan APIP yang telah
selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi LHP APIP yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi APIP yang harus ditindaklanjuti x 100%

Laporan TLHP
PKPT



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
2 Meningkatnya efektivitas
penanganan kasus
pengaduan masyarakat dan
aparatur yang terbuka dan
responsif

A Persentase Jumlah LHP Kasus
yang diterbitkan sesuai standar
secara tepat waktu

∑ LHP kasus/khusus yang diterbitkan sesuai standar secara
tepat waktu

∑Laporan pengaduan yang masuk harus ditindaklanjuti x 100%

LHP
kasus/khusus

3 Meningkatnya kualitas
penerapan SPIP Kota
Bontang

a Jumlah Laporan Hasil Penilaian
Maturitas SPIP PD yang diterbitkan
sesuai standar secara tepat waktu

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP PD yang
diterbitkan sesuai standar secara tepat waktu

Laporan Hasil
Penilaian
Maturitas SPIP
PD

4
.
Meningkatnya mutu
kapabilitas APIP Kota
Bontang

a Persentase Jumlah Laporan Hasil
Pengujian dan Evaluasi
Pengelolaan Tugas Pengawasan
yang diterbitkan sesuai standar
secara tepat waktu

∑ Laporan Hasil Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan sesuai standar secara tepat waktu
∑Laporan Hasil Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas

Pengawasan yang diterbitkan

x 100% Laporan Hasil
Pengujian dan
Evaluasi
Pengelolaan
Tugas
Pengawasan

Bontang, 03 Januari 2022

INSPEKTUR,

Enik Ruswati,SE.MM.Ak.CA.CRA.CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196810291990032005



Indikator Kinerja Individu

1. Jabatan : Auditor Pertama IRBAN WIL II
2. Tugas :

Melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang tinggi, disertai dengan supervisi yang cukup
(general supervision), antara lain mengumpulkan bahan, merekapitulasi, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, menguji data, menganalisis dan menyimpulkan dalam rangka :
audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, audit khusus / investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi, mendampingi/ memberikan
keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan, kegiatan evaluasi, kegiatan reviu, kegiatan pemantauan, kegiatan pengawasan
lain, membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

3. Fungsi :
a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
b. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
c. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
d. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
e. Mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan;
f. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
g. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
h. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
i. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;
j. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian

dan evaluasi pengawasan.

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
1
.
Meningkatnya mutu
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah

a
.

Persentase Jumlah KKP aspek
kinerja dan keuangan Perangkat
Daerah yang terbit sesuai PKP
dan tepat waktu

∑ KKP aspek kinerja dan keuangan Perangkat Daerah yang terbit
sesuai PKP dan tepat waktu

∑KKP aspek kewenangan urusan pemerintah daerah sesuai PKP

x 100% KKP aspek
kinerja dan
keuangan
Perangkat
Daerah

B Persentase KKR Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran
yang diterbitkan sesuai PKR dan
tepat waktu

∑ KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang diterbitkan
sesuai PKR dan tepat waktu

∑KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran sesuai PKR x 100%

KKR Dokumen
Perencanaan dan
penganggaran

c
.

Persentase Jumlah KKE SAKIP
PD yang diterbitkan sesuai PKE
dan tepat waktu

∑ KKE SAKIP PD yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu
∑KKE SAKIP PD sesuai PKE x 100%

KKE SAKIP PD

d Persentase Jumlah KKR LKIP
Kota Bontang yang terbit sesuai
PKR dan tepat waktu

∑ KKR LKIP Kota Bontang yang terbit sesuai PKR dan tepat waktu
∑ KKR LKIP Kota Bontang yang terbit x 100%

KKR LKIP Kota
Bontang

e Jumlah temuan BPK yang telah
selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi LHP BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti x 100%

Laporan TLRHP
BPK RSemester I



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
f Jumlah temuan APIP yang telah

selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi LHP APIP yang telah selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi APIP yang harus ditindaklanjuti x 100%
Laporan TLHP

PKPT

2 Meningkatnya efektivitas
penanganan kasus
pengaduanmasyarakat dan
aparatur yang terbuka dan
responsif

a Persentase Jumlah Kertas Kerja
Kasus/khusus yang diterbitkan
sesuai standar secara tepat
waktu

∑ KKP kasus/khusus yang diterbitkan sesuai standar secara tepat
waktu

∑KKP kasus/khusus sesuai PKP

x 100% KKP
kasus/khusus

3 Meningkatnya kualitas
penerapan SPIP Kota
Bontang

b Jumlah Kertas kerja Penilaian
Maturitas SPIP PD yang
diterbitkan sesuai standar secara
tepat waktu

Jumlah kertas kerja Penilaian Maturitas SPIP PD yang diterbitkan
sesuai standar secara tepat waktu

kertas kerja
Penilaian
Maturitas SPIP
PD

4
.
Meningkatnya mutu
kapabilitas APIP Kota
Bontang

c Persentase Jumlah kertas kerja
Pengujian dan Evaluasi
Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan
sesuai standar secara tepat
waktu

∑ Kertas Kerja Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan sesuai standar secara tepat waktu

∑Kertas Kerja sesuai PKE

x 100% Kertas Kerja
Pengujian dan

Evaluasi
Pengelolaan

Tugas
Pengawasan

Bontang, 03 Januari 2022

INSPEKTUR,

Enik Ruswati,SE.MM.Ak.CA.CRA.CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196810291990032005



Indikator Kinerja Individu

1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III
2. Tugas : Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan diinstansi/satuan kerja perangkat daerah wilayah I
3. Fungsi : a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan

b. Pengoodinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengawasan di wilayah I
c. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan tindaklanjut pengawasan
d. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
e. Pelaksanaan dan pembinaan kepada bawahan

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
1
.
Meningkatnya mutu
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah

a. Persentase Obrik yang
diperiksa secara
regular.

∑ LHP yang diterbitkan
∑ Penugasan pemeriksaan reguler sesuai PKPT x 100%

b. Indeks rata-rata akuntabilitas
kinerja Perangkat Daerah

∑ Nilai Evaluasi SAKIP PD
∑Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD yang diterbitkan x 100%

LHE SAKIP PD

c. Rasio temuan BPK
selesai ditindaklanjuti

yang telah ∑Rekomendasi LHP BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti x 100%

Laporan Hasil
rekonsiliasi
TLRHP BPK RI
Semester I

d. Rasio temuan APIP
selesai ditindaklanjuti

yang telah ∑Rekomendasi LHP APIP yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi APIP yang harus ditindaklanjuti x 100%

Laporan Hasil
Inventarisasi
TLHP PKPT

2
.
Meningkatnya efektivitas
pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan
pemerintah Kota Bontang

a. Jumlah Perangkat Daerah yang
telah berpredikat ZI menuju
WBK/WBBM

Nilai Hasil Evaluasi Penerapan ZI menuju WBK/WBBM
Perangkat Daerah

Laporan Hasil
Evaluasi
Penerapan ZI
menuju
WBK/WBBM
Perangkat
Daerah

3
.
Meningkatnya efektivitas
penanganan kasus
pengaduan masyarakat
dan aparatur yang
terbuka dan responsif

a. Persentase kasus pengaduan
masyarakat dan aparatur yang
telah selesai ditindaklanjuti

∑ LHP kasus/khususyang diterbitkan
∑Laporan pengaduan yang masuk harus ditindaklanjuti

x 100% Laporan Hasil
Pemeriksaan
Kasus/Khusus

4
.
Meningkatnya
kapabilitas APIP
Bontang

mutu
Kota

a. Indeks kepuasan auditi atas kinerja
pengawasan Inspektorat Daerah

Nilai kepuasan pengguna layanan Laporan hasil
penilaian
kepuasan
pengguna
layanan



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
b. Ketepatan waktu proses

pelaksanaan dan pelaporan
pengawasan

∑ LHP yang yang diterbitkan tepat waktu
∑kegiatan pengawasan PKPT yang harus dilaksanakan x 100%

Laporan Ikhtisar
APIP Triwulan

5
.
Meningkatnya kapasitas
SDM yang profesional

a. Jumlah pegawai yang
mendapatkan penilaian eavaluasi
kinerja individu bulanan dengan
skor ≥90%

Nilai evaluasi penerapan manajemen SDM Laporan
Penilaian mandiri
( self Assesment)
Pengelolaam
SDM Inspektorat
Daerah

b. Jumlah rata-rata ketidakhadiran
pegawai

Bontang, 03 Januari 2022

INSPEKTUR,

Enik Ruswati,SE.MM.Ak.CA.CRA.CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196810291990032005



Indikator Kinerja Individu

1. Jabatan : P2UPD Muda IRBAN WIL III
2. Tugas :

Melaksanakan Pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah didaerah diluar pengawasan keuangan yaitu meliputi pengawasan atas pembinaan
pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturean Kepala Daerah, pengawasan
atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

3. Fungsi :

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
1
.
Meningkatnya mutu a. Persentase jumlah LHP Reguler yang ∑ LHP Reguler yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu LHP Reguler
akuntabilitas kinerja diterbitkan sesuai standar dan tepat ∑LHP Reguler sesuai PKPT x 100% PKPT
penyelenggaraan waktu
urusan pemerintahan
daerah

b. Persentase jumlah KKP aspek
kewenangan urusan pemerintah
daerah yang terbit sesuai PKP dan

∑ KKP aspek kewenangan urusan pemerintah daerah yang terbit
sesuai PKP dan tepat waktu

∑KKP aspek kewenangan urusan pemerintah daerah sesuai PKP x 100%

PKP
KKP aspek
kewenangan

tepat waktu
c. Persentase Jumlah LHR Dokumen ∑ LHR Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang LHR Dokumen

Perencanaan dan penganggaran yang
diterbitkan sesuai standar dan tepat

diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu
∑LHR Dokumen Perencanaan dan penganggaran sesuai PKPT x 100% Perencanaan dan

penganggaran
waktu PKPT

d. Persentase KKR Dokumen ∑ KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang PKR
Perencanaan dan Penganggaran yang
diterbitkan sesuai PKR dan tepat

diterbitkan sesuai PKR dan tepat waktu
∑KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran sesuai PKR x 100% KKR Dokumen

Perencanaan dan
waktu penganggaran

e. Persentase Jumlah LHE SAKIP PD ∑ LHE SAKIP PD yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu LHE SAKIP PD
yang diterbitkan sesuai standar dan ∑LHE SAKIP PD sesuai PKPT x 100% PKPT
tepat waktu

f. Persentase Jumlah KKE SAKIP PD ∑ KKE SAKIP PD yang diterbitkan sesuai standar dan tepat PKE
yang diterbitkan sesuai PKE dan tepat waktu x 100% KKE SAKIP PD
waktu ∑KKE SAKIP PD sesuai PKE

g. Jumlah temuan BPK yang telah ∑Rekomendasi LHP BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti
x 100%

Lapora TLRHP
selesai ditindaklanjuti ∑Rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti BPK RI

h. Jumlah temuan APIP yang telah ∑Rekomendasi LHP APIP yang telah selesai ditindaklanjuti Laporan TLHP
selesai ditindaklanjuti ∑Rekomendasi APIP yang harus ditindaklanjuti x 100% PKPT

2 Meningkatnya a. Persentase Jumlah LHP Kasus yang ∑ LHP kasus/khusus yang diterbitkan sesuai standar secara tepat x 100% PKP
. efektivitas penanganan diterbitkan sesuai standar secara tepat waktu Kasus/Khusus



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
kasus pengaduan waktu ∑Laporan pengaduan yang masuk harus ditindaklanjuti Laporan Hasil
masyarakat dan Pemeriksaan
aparatur yang terbuka Kasus/Khusus
dan responsif

3 Meningkatnya mutu a. Persentase Jumlah Laporan Hasil ∑ Laporan Hasil Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas Laporan Hasil
. kapabilitas APIP Kota Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Pengawasan yang diterbitkan sesuai standar secara tepat waktu Pengujian dan
Bontang Tugas Pengawasan yang diterbitkan

sesuai standar secara tepat waktu
∑Laporan Hasil Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas

Pengawasan yang diterbitkan x 100% Evaluasi
Pengelolaan
Tugas
Pengawasan

Bontang, 03 Januari 2022

INSPEKTUR,

Enik Ruswati,SE.MM.Ak.CA.CRA.CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196810291990032005



Indikator Kinerja Individu

1. Jabatan : P2UPD Pertama IRBANWIL III
2. Tugas :

Melaksanakan Pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah didaerah diluar pengawasan keuangan yaitu meliputi pengawasan atas pembinaan
pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturean Kepala Daerah, pengawasan
atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

3. Fungsi :

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
1
.
Meningkatnya mutu
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah

a. Persentase jumlah KKP aspek
kewenangan urusan pemerintah
daerah yang terbit sesuai PKP
dan tepat waktu

∑ KKP aspek kewenangan urusan pemerintah daerah yang terbit
sesuai PKP dan tepat waktu

∑KKP aspek kewenangan urusan pemerintah daerah sesuai PKP x 100%

PKP
KKP aspek
kewenangan

b. Persentase KKR Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran
yang diterbitkan sesuai PKR dan
tepat waktu

∑ KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang
diterbitkan sesuai PKR dan tepat waktu

∑KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran sesuai PKR x 100%

PKR
KKR Dokumen

Perencanaan dan
penganggaran

c. Persentase Jumlah KKE SAKIP
PD yang diterbitkan sesuai PKE
dan tepat waktu

∑ KKE SAKIP PD yang diterbitkan sesuai standar dan tepat
waktu

∑KKE SAKIP PD sesuai PKE
x 100%

PKE
KKE SAKIP PD

d. Persentase Jumlah KKR LKIP
Kota Bontang yang terbit sesuai
PKR dan tepat waktu

∑ KKR LKIP Kota Bontang yang terbit sesuai PKR dan tepat
waktu

∑ KKR LKIP Kota Bontang yang terbit
x 100%

KKR LKIP Kota
Bontang
PKR

e.
Jumlah temuan BPK yang telah
selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi LHP BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti x 100%

Laporan TLRHP
BPK RI

f. Jumlah temuan APIP yang telah
selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi LHP APIP yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi APIP yang harus ditindaklanjuti x 100%

Laporan TLHP
PKPT

2
Meningkatnya mutu
kapabilitas APIP Kota
Bontang

A Persentase Jumlah kertas kerja
Pengujian dan Evaluasi
Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan
sesuai standar secara tepat
waktu

∑ Kertas Kerja Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan sesuai standar secara tepat waktu

∑Kertas Kerja sesuai PKE x 100%

Kertas Kerja
Pengujian dan

Evaluasi
Pengelolaan

Tugas
Pengawasan



Bontang, 03 Januari 2022

INSPEKTUR,

Enik Ruswati,SE.MM.Ak.CA.CRA.CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
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Indikator Kinerja Individu

1. Jabatan : Auditor Muda IRBAN WIL III
2. Tugas :

Memimpin pelaksanaan pengawasan adalah mengatur, mengkoordinir, mengarahkan pelaksanaan suatu penugasan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan dalam rangka : audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak
pidana korupsi, mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan, kegiatan evaluasi, kegiatan reviu,
kegiatan pemantauan, kegiatan pengawasan lain, membantu melaksanakan kegiatanperencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

3. Fungsi :
a. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
b. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
c. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
d. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
f. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
g. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
h. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
i. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
j. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
1
.
Meningkatnya mutu
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah

a. Persentase jumlah LHP Reguler
yang diterbitkan sesuai standar
dan tepat waktu

∑ LHP Reguler yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu
∑LHP Reguler sesuai PKPT x 100%

LHP Reguler
PKPT

b. Persentase Jumlah LHR
Dokumen Perencanaan dan
penganggaran yang diterbitkan
sesuai standar dan tepat waktu

∑ LHR Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang
diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu

∑LHR Dokumen Perencanaan dan penganggaran sesuai PKPT x 100%

LHR Dokumen
Perencanaan dan
penganggaran

PKPT
c. Persentase Jumlah LHE SAKIP

PD yang diterbitkan sesuai
standar dan tepat waktu

∑ LHE SAKIP PD yang diterbitkan sesuai standar dan tepat
waktu

∑LHE SAKIP PD sesuai PKPT
x 100%

LHE SAKIP PD
PKPT

d. Jumlah LHR LKPD Kota Bontang
yang diterbitkan sesuai standar
dan tepat waktu

Jumlah LHR LKPD Kota Bontang yang diterbitkan sesuai
standar dan tepat waktu x 100%

LHR LKPD Kota
Bontang

e.
Jumlah temuan BPK yang telah
selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi LHP BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti x 100%

Laporan TLRHP
BPK RI

f. Jumlah temuan APIP yang telah
selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi LHP APIP yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi APIP yang harus ditindaklanjuti x 100%

Laporan TLHP
PKPT

2
.
Meningkatnya efektivitas
pelaksanaan reformasi

a. Jumlah Laporan hasil penilaian
WBK/WBBM yang diterbitkan

Jumlah Laporan hasil penilaian WBK/WBBM yang diterbitkan
sesuai standar secara tepat waktu

Laporan hasil
penilaian



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
birokrasi di lingkungan
pemerintah Kota Bontang

sesuai standar secara tepat
waktu

WBK/WBBM

3 Meningkatnya efektivitas
penanganan kasus
pengaduan masyarakat dan
aparatur yang terbuka dan
responsif

a. Persentase Jumlah LHP Kasus
yang diterbitkan sesuai standar
secara tepat waktu

∑ LHP kasus/khusus yang diterbitkan sesuai standar secara
tepat waktu

∑Laporan pengaduan yang masuk harus ditindaklanjuti x 100%

LHP
kasus/khusus

3
.
Meningkatnya mutu
kapabilitas APIP Kota
Bontang

a. Persentase Jumlah Laporan Hasil
Pengujian dan Evaluasi
Pengelolaan Tugas Pengawasan
yang diterbitkan sesuai standar
secara tepat waktu

∑ Laporan Hasil Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan sesuai standar secara tepat waktu
∑Laporan Hasil Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas

Pengawasan yang diterbitkan x 100%

Laporan Hasil
Pengujian dan

Evaluasi
Pengelolaan

Tugas
Pengawasan

Bontang, 03 Januari 2022

INSPEKTUR,

Enik Ruswati,SE.MM.Ak.CA.CRA.CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196810291990032005



Indikator Kinerja Individu

1. Jabatan : Auditor Pertama IRBAN WIL III
2. Tugas :

Melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang tinggi, disertai dengan supervisi yang cukup
(general supervision), antara lain mengumpulkan bahan, merekapitulasi, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, menguji data, menganalisis dan menyimpulkan dalam rangka :
audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, audit khusus / investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi, mendampingi/ memberikan
keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan, kegiatan evaluasi, kegiatan reviu, kegiatan pemantauan, kegiatan pengawasan
lain, membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

3. Fungsi :
a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
b. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
c. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
d. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
e. Mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan;
f. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
g. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
h. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
i. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;
j. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian

dan evaluasi pengawasan.

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
1
.
Meningkatnya mutu
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah

a. Persentase Jumlah KKP aspek
kinerja dan keuangan Perangkat
Daerah yang terbit sesuai PKP
dan tepat waktu

∑ KKP aspek kinerja dan keuangan Perangkat Daerah yang terbit
sesuai PKP dan tepat waktu

∑KKP aspek kewenangan urusan pemerintah daerah sesuai PKP

x 100% KKP aspek
kinerja dan
keuangan
Perangkat
Daerah

b. Persentase KKR Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran
yang diterbitkan sesuai PKR dan
tepat waktu

∑ KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang
diterbitkan sesuai PKR dan tepat waktu

∑KKR Dokumen Perencanaan dan penganggaran sesuai PKR x 100%

KKR Dokumen
Perencanaan dan
penganggaran

c. Persentase Jumlah KKE SAKIP
PD yang diterbitkan sesuai PKE
dan tepat waktu

∑ KKE SAKIP PD yang diterbitkan sesuai standar dan tepat
waktu

∑KKE SAKIP PD sesuai PKE
x 100%

KKE SAKIP PD

d. Persentase Jumlah KKR LKIP
Kota Bontang yang terbit sesuai
PKR dan tepat waktu

∑ KKR LKIP Kota Bontang yang terbit sesuai PKR dan tepat
waktu

∑ KKR LKIP Kota Bontang yang terbit
x 100%

KKR LKIP Kota
Bontang



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data

e.
Jumlah temuan BPK yang telah
selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi LHP BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti x 100%

Laporan TLRHP
BPK RI

f. Jumlah temuan APIP yang telah
selesai ditindaklanjuti

∑Rekomendasi LHP APIP yang telah selesai ditindaklanjuti
∑Rekomendasi APIP yang harus ditindaklanjuti x 100%

Laporan TLRHP
PKPT

2
.
Meningkatnya efektivitas
pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan
pemerintah Kota Bontang

a. Jumlah Kertas Kerja Penilaian
WBK/WBBM

Jumlah Kertas Kerja Penilaian WBK/WBBM x 100% Kertas Kerja
Penilaian
WBK/WBBM

3 Meningkatnya efektivitas
penanganan kasus
pengaduanmasyarakat dan
aparatur yang terbuka dan
responsif

a. Persentase Jumlah Kertas Kerja
Kasus/khusus yang diterbitkan
sesuai standar secara tepat
waktu

∑ KKP kasus/khusus yang diterbitkan sesuai standar secara tepat
waktu

∑KKP kasus/khusus sesuai PKP

x 100% KKP
kasus/khusus

3
.
Meningkatnya mutu
kapabilitas APIP Kota
Bontang

a. Persentase Jumlah kertas kerja
Pengujian dan Evaluasi
Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan
sesuai standar secara tepat
waktu

∑ Kertas Kerja Pengujian dan Evaluasi Pengelolaan Tugas
Pengawasan yang diterbitkan sesuai standar secara tepat waktu

∑Kertas Kerja sesuai PKE

x 100% Kertas Kerja
Pengujian dan
Evaluasi
Pengelolaan
Tugas
Pengawasan

Bontang, 03 Januari 2022

INSPEKTUR,

Enik Ruswati,SE.MM.Ak.CA.CRA.CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196810291990032005



AIK

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian
3. FUNGSI : a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan

b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan
c. Penyelenggaraan urusan kepegawaian
d. Penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
e. Penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan
f. Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor
g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian
h. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
i. Pelaksanaan tugas lain-lain

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Umum Perkantoran

ProsentaseSuratMasuk-Keluar yang
teradministrasidan tersampaikandenganbaik Jumlah surat Masuk — Keluar yang tercatat pada

agenda dan tersampaikan kepada alamat tujuan
dengan baik selama 1 tahun X 100 %
Jumlah surat Masuk —Keluar selama 1 th

-Agendasuratmasukdankeluar
-Ekspedisisuratmasukdankeluar

Terlaksananya tata usaha
pengadaan, penyimpanan,
pendistribusiandanperawatan
barang inventaris

Prosentaseketersediaandokumenadministrasi
inventaris barang

Jumlah dokumen administrasi inventaris barang
yang tersedia

LaporanPejabatPengurusBarang

Jumlah dokumen administrasi inventaris
barang yang wajib tersedia

X 100 %

ProsentasebarangmilikSKPDyang terpelihara
denganbaik

Jumlah barang milik SKPD dalam kondisi B X 100 %
Jumlah barang milik SKPD yang tercatat
dalam SIM Aset

LaporanPejabatPengurusBarang

Tersedianya informasikepegawaian
yang terupdate rutin

PresentaseDataPegawaiYangTerkini Jumlah Data Pegawai Yang Tersedia
X 100 %

Jumlah Data Pegawai Yang Wajib Ada

Laporankepegawaian

PresentaseDokumenYangDisimpanDalam
BentukFisikdanElektronik

Jumlah dokumen Fisik Dan lektronik Yang
disimpan

X 100 %
Jumlah Dokumen Fisik dan Elektronik

Laporankepegawaian



SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
TerwujudnyaDisiplinAparaturdan
Pemahaman,

PresentaseKehadiranAparatur Jumlah Pegawai Yang Tidak Masuk
X 100 %

Jumlah Pegawai

Rekapitulasikehadiranpegawai

TerwujudnyaPengelolaanKearsipan
YangBaik

PresentasePengelolanKearsipanDenganBaik Jumlah Arsip Aktif Dan Inaktif Yang Disimpan
X 100 %

Jumlah Arsip Aktif dan Inaktif

Laporan

TerwujudnyaKapasitas /
KemampuanSumberDayaManusia
Aparatur

PresentasePegawaiNegeriSipil YangMengikuti
DiklatFungsional / Teknis

Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat X 100 %
Jumlah Pegawai Yang Wajib Mengikuti
Diklat

LaporanPelaksanaanDiklatpegawai

TerwujudnyaPenyusunanStandar
OperasionalProsedur (SOP)

PresentaseStandarOperasionalProsedur (SOP)
Standar Operasional Yang Sudah Ada X 100 %
Standar OPerasional Yang Wajib Ada

SOPTahunLalu

Bontang, 03 Januari 2022

INSPEKTUR,

Enik Ruswati,SE.MM.Ak.CA.CRA.CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196810291990032005



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI PERSURATAN
2. TUGAS : Mengendalikan administrasi surat masuk dan keluar, mengelompokan, mendistribusikan dan menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar
3. FUNGSI : a. Pengendalian surat masuk dan keluar

b. Pengkoordinasian surat kedinasan yang perlu ditindaklanjuti
c. Pengelolaan agenda rapat dan koordinasi pimpinan
d. Pengelolaan arsip surat dan dokumen penting lainnya
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Persentase terlaksananya
pemenuhan kegiatan
penunjang urusan administrasi
perkantoran

Jumlah laporan surat keluar/masuk
manajemen

Jumlah laporan Penggadaan dokumen

Bontang, 03 Januari 2023

INSPEKTUR,

Enik Ruswati,SE.MM.Ak.CA.CRA.CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196810291990032005



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
2. TUGAS : Mengendalian administrasi kepegawaian, mengelompokan, memproses, menyusun dokumen kepegawaian sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar
3. FUNGSI : a. Pengendalian data kepegawaian

b. Penyusunan formasi pegawai sesuai dengan petunjuk atasan
c. Menyiapkan, menghimpun dan merekap daftar hadir pegawai
d. Memproses kartu pegawai, karis/karsu, BPJS, taspen, KPE dan NPWP pegawai
e. Pelaksanaan administrasi penilaian kinerja
f. Memproses dan mengadministrasi surat ijin cuti pegawai berdasarkan pedoman kepegawaian
g. Memproses administrasi kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai
h. Pelaksanaan administrasi mutasi dan pensiun pegawai
i. Memproses pengajuan ijin belajar dan tugas belajar pegawai
j. Pelaksanaan administrasi LP2P dan LHKPN
k. Penyusunan kebutuhan diklat dan memproses administrasi diklat pegawai
l. Penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Persentase terlaksananya
pemenuhan kegiatan penunjang
urusan administrasi perkantoran

Jumlah laporan kebutuhan Diklat Pegawai

Jumlah Laporan persiapan rapat-rapat
dan koordinasi
Jumlah laporan pengusulkan PNS yang
akan mendapat Penghargaan

Jumlah Laporan SKP Pegawai



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : PENGURUS BARANG
2. TUGAS : Menyiapkan, menghimpun, mengumpulkan bahan penyusunan rencana, evaluasi, dan laporan pengelolaan barang inventaris kantor

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
3. FUNGSI : a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Inventaris

b. Penyusunan rencana perawatan dan perbaikan barang inventaris
c. Memantau proses pengadaan dan penyimpanan barang inventaris
d. Pengendalian distribusi barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
e. Penyusunan laporan barang persediaan dan barang inventaris / asset sebagai bahan menyusun neraca
f. Pelaksanaan pemeliharaan barang inventaris
g. Menyusun laporan pemeliharaan barang inventaris
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Persentase terlaksananya
pemenuhan kegiatan penunjang
urusan administrasi perkantoran

Jumlah pencatatan BMD (Aplikasi aset
dan persediaan)

Sesuai Permendagri no 19 tahun 2016
tentangPengelolaan Barang Milik Negara /
Daerah

Kartu Inventaris Barang (KIB)
pada Simbada Inspektorat

Jumlah penyelesaian penyusun rencana
kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)
pengadaan dan pemeliharaan

RKBMD dan P RKBMD

Jumlah laporan penerimaan dan
pengeluaran BMD (aset dan persediaan)

Jumlah laporan pengamanan BMD (aset
dan persediaan)

Jumlah laporan hasil rekonsiliasi
BMD (aset dan persediaan)
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : CARAKA
2. TUGAS : a. Membantu melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

b. Membantu melakukan urusan kepegawaian;
c. Membantu melakukan urusan perlengkapan rumah tangga;

3. FUNGSI :
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SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Pengelolaan surat-menyurat,
tata kearsipan, pengetikan dan
penggandaan untuk
mewujudkan tertib
administrasi

Jumlah register surat menyurat dan
kearsipan

Jumlah register surat-menyurat dan kearsipan Register Surat menyurat

Prosentase surat yang terdistribusi tepat
waktu

Surat yang terdistribusi tepat waktu / surat yang
terdistribusi x 100

Buku Ekspedisi

Prosentase surat yang tersampaikan
kepada Istansi yang berkepentingan

surat yang tersampaikan kepada Istansi yang
berkepentingan / surat yang yang terdisitribusi x
100

Buku Ekspedisi



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : PERENCANA AHLI MUDA
2. TUGAS :

a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi keuangan;
b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan;
c. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-
masing bidang dan secretariat di lingkungan Inspektorat;

d. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan administrasi keuangan;
e. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan
Anggaran (DPPA);

f. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
g. Melakukan penatausahaan keuangan Inspektorat;
h. Melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai Inspektorat;
i. Melaksanakan penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Inspektorat;
j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi keuangan;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

3. FUNGSI : ---

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Persentase
terlaksananya
pemenuhan kegiatan
penunjang urusan
administrasi
perkantoran

Jumlah Laporan Monitoring tindak lanjut
temuan BPK

Jumlah Laporan Monitoring tindak
lanjut temuan APIP

Jumlah laporan pemenuhan
elemen praktek profesional
(PKPT)

a. perencanaan pengawasan



b. b. program penjaminan dan
peningkatan kualitas

Jumlah laporan pemenuhan elemen
akuntabilitas dan manejemen kinerja

a. rencana kerja dan anggaran
b. pelaksanaan anggaran
c. sistem pengukuran kinerja APIP

(LAKIP, PK)
d. laporan kepada manajemen
(Ikhtisar hasil pengawasan
dll)

Jumlah Laporan pemenuhan area
penguatan akuntabilitas

Jumlah Laporan pemenuhan area
penguatan akuntabilitas

Jumlah laporan kepuasan auditi
atas kinerja Pembinaan dan
Pengawasan Inspektorat Daerah
(SKM)
Jumlah laporan menerapkan
anggaran responsif gender (ARG)
pada kegiatan utama pengawasan
intern
Jumlah laporan kinerja
pelaksanaan anggaran Inspektorat
Daerah
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : PENGADMINSTRASI KEUANGAN
2. TUGAS : Pengendalian administrasi keuangan, menyiapkan, menghimpun, mengumpulkan bahan penyusunan rencana, evaluasi, dan laporan

penyelenggaraan kegiatan bidang administrasi keuangan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
3. FUNGSI : a. Menyiapkan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang administrasi keuangan

b. Menyiapkan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan bidang administrasi keuangan
c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran operasional dan kegiatan di lingkungan Inspektorat
d. Menyiapkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ), Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) dan Perubahan Rencana Kerja
Anggaran ( P-RKA ), Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( P-DPA )

e. Menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Inspektorat
f. Menginventarisir hasil penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bidang administrasi Keuangan
g. Menyiapkan data bahan evaluasi kegiatan-kegiatan bidang administrasi Keuangan
h. Menyiapkan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bidang administrasi keuangan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Persentase terlaksananya
pemenuhan kegiatan penunjang
urusan administrasi perkantoran

Jumlah laporan PPG

Jumlah dokumen Pembayaran Belanja
dan Pemungutan Pajak

Jumlah dokumen SPP & SPM UP, GU
dan LS Beserta lampiran -
lampirannya

Jumlah SPJ Pengeluaran Fungsional
dan Administratif
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN : BENDAHARA
2. TUGAS : Menerima, menyimpan dan mengeluarkan keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. FUNGSI : a. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Mengajukan surat permintaan pembayaran ( SPP ) atas persetujuan pengguna anggaran
c. Meregister, mengarsip / menyimpan dokumen SPD, SPP, SPM, SP2D dan SPJ
d. Mendistribusikan uang kegiatan kepada pelaksana kegiatan ( PPTK ) sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran
e. Menerima dan menyimpan uang yang belum dipergunakan
f. Mencatat penerimaan berdasarkan SPM dan bukti-bukti pengeluaran kas ke dalam buku kas pembantu pengeluaran dan buku pembantu
pengeluaran per kegiatan

g. Membuat rekap pengeluaran per rincian obyek
h. Melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan pengguna anggaran pada buku kas umum
i. Mencatat penerimaan dan penyetoran PPN/PPH pada buku pajak
j. Mengumpulkan bukti-bukti SPJ yang telah dibayar
k. Meneliti, mengkoreksi dan menandatangani SPJ atas penggunaan uang kas berserta lampirannya
l. Membuat laporan keuangan bulanan, tribulan, semesteran, tahunan, laporan realisasi keuangan, prognosis kegiatan
m. Membuat laporan pajak ke KPP Pratama dan laporan pajak daerah
n. Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan tahunan
o. Membuat laporan realisasi anggaran kepada atasan langsung
p. Menyusun Neraca SKPD untuk mengetahui informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana
r. Mengurus, memroses, mengadministrasikan, mendistribusikan, melaporkan penerimaan dan pembayaran gaji PNS
s. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI
PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Persentase
terlaksananya
pemenuhan kegiatan
penunjang urusan
administrasi perkantoran

Jumlah Laporan penyusunan RKA

Jumlah Laporan Realisasi fisik dan anggaran

Jumlah Pencatatan Bukti - Bukti
Pembayaran dan dari UP/GU/LS pada
Dokumen Buku Pengeluaran, Buku
Pembantu Simpanan/Bank, Buku



SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI
PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Pembantu Pajak dan Buku Pembantu
Pengeluaran per Objek
Jumlah Berita Acara Pemeriksaan Kas
Tunai Per 3 Bulan
Jumlah Dokumen Realisasi Pengeluaran
Belanja yang disiapkan untuk Kegiatan
Rekonsiliasi Belanja SKPD
Jumlah Dokumen Realisasi Belanja yang
disiapkan untuk Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
(Renja) Inspektorat
Jumlah Dokumen Realiasi Anggaran yang
disipakan untuk Penyusunan Laporan
Prognosis
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : ANALIS PROGRAM
2. TUGAS : Mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisa data perencanaan program dan kinerja Inspektorat, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas

sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan
3. FUNGSI : a. Mengumpulkan data perencanaan program dan kinerja Inspektorat sesuai prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan

b.Mengidentifikasi perencanaan program dan kinerja Inspektorat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebaga bahan penyusunan
program

c.Menganalisa data perencanaan program dan kinerja Inspektorat sesuai dengan program Inspektorat agar memperlancar pelaksanaan tugas
d.Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Pengumpulan bahan
penyusunan data
perencanaan program dan
kinerja Inspektorat

Jumlah data bahan penyusunan data
perencanaan program dan kinerja
Inspektorat yang dikumpulkan setiap
Tahun

Jumlah data bahan penyusunan data
perencanaan
program dan kinerja Inspektorat terkumpul
setiap
tahun

Bahan penyusunan data
perencanaan program dan
kinerja Inspektorat

% pengumpulan data bahan penyusunan
data perencanaan program dan kinerja
Inspektorat tepat waktu

Penyelesaian pengumpulan data bahan
penyusunan
data perenecanaan program dan kinerja
Inspektorat
tepat waktu sesuai ketentuan

Bahan penyusunan data
perencanaan program dan
kinerja Inspektorat

Pengidentifikasian data bahan
penyusunan data
perencanaan program dan
kinerja Inspektorat

Jumlah data bahan penyusunan data
perencanaan program dan kinerja
Inspektorat yang diidentifikasi setiap
Tahun

Jumlah data bahan penyusunan data
perencanaan
program dan kinerja Inspektorat yang
teridentifikasi
setiap tahun

Bahan penyusunan data
perencanaan program dan
kinerja Inspektorat

% identifikasi data bahan penyusunan
data perencanaan program dan kinerja
Inspektorat tepat waktu

Penyelesaian identifikasi data bahan
penyusunan
data perencanaan program dan kinerja
Inspektorat
tepat waktu sesuai ketentuan

Bahan penyusunan data
perencanaan program dan
kinerja Inspektorat



SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Pelaksanaan analisa data
bahan penyusunan data
perencanaan program dan
kinerja Inspektorat

Jumlah data bahan penyusunan data
perencanaan program dan kinerja
Inspektorat yang dianalisa setiap tahun

Jumlah data bahan penyusunan data
perencanaan
program dan kinerja Inspektorat yang telah
dianalisa
setiap tahun

Bahan penyusunan data
perencanaan program dan
kinerja Inspektorat

% analisa data bahan penyusunan data
perencanaan program dan kinerja
Inspektorat tepat waktu

Penyelesaian analisa data bahan penyusunan
data
perencanaan program dan kinerja Inspektorat
tepat
waktu sesuai ketentuan

Bahan penyusunan data
perencanaan program dan
kinerja Inspektorat

Pelaksanaan koordinasi
perencanaan data
perencanaan program dan
kinerja Inspektorat

Jumlah fasilitasi dan sinkronisasi
perencanaan data perencanaan program
dan kinerja Inspektorat setiap tahun

Jumlah fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan
data
perencanaan program dan kinerja Inspektorat
dilaksanakan setiap tahun

Bahan penyusunan data
perencanaan program dan
kinerja Inspektorat

Penyusunan laporan hasil
analisa data penyusunan data
perencanaan program dan
kinerja Inspektorat

Jumlah laporan hasil analisa data
penyusunan data perencanaan program
dan kinerja Inspektorat setiap tahun

Jumlah laporan hasil analisa data penyusunan
data
perencanaan program dan kinerja Inspektorat
disusun setiap tahun

Laporan hasil analisa data
penyusunan data
perencanaan program dan
kinerja Inspektorat

% laporan hasil analisa data penyusunan
data perencanaan program dan kinerja
Inspektorat tepat waktu

Penyelesaian laporan hasil analisa data
penyusunan
data perencanaan program dan kinerja
Inspektorat
tepat waktu sesuai ketentuan

Laporan hasil analisa data
penyusunan data
perencanaan program dan
kinerja Inspektorat
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